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Kepastian Hukum dalam Kegiatan Jual Beli Thrift bagi Pedagang Thrift dalam
Menghadapi Tuntutan Hukum Mendadak

Legal Certainty in Thrift Buying and Selling Activities for Thrift Traders in the Face
of Sudden Lawsuits

|. Pendahuluan

Berkembangnya kegiatan ekonomi yang sangat pesat membuat lebih mudah untuk
mendapatkan banyak macam barang dan jasa. Adanya support perkembangan teknologi informasi
memudahkan para penjual serta pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli. Salah satunya pada
kegiatan jual beli pakaian,pakaian merupakan kebutuhan primer manusia dengan banyak
jenis/variasi yang diinginkan. Besarnya minat dengan perkembangan-perkembangan yang ada
manusia dapat memilih sesuai kebutuhan dan selera seperti pakaian brand. Permintaan terhadap
pakaian siap pakai akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuha n populasi dunia.[1]

Kenaikan permintaan yang signifikan telah menyebabkan peningkatan penjualan pakaian
bekas impor yang meluas di pasar domestik. Maraknya pakaian bekas impor ini berdampak pada
produk dalam negeri yang memiliki kualitas lebih layak. Mengimpor pakaian bekas lebih murah
dibandingkan menciptakan produk baru, itu sebagai salah satu alasan. Trhifting merupakan suatu
kegiatan berburu barang bekas import yang memiliki brand, kualitas bagus dengan harga miring.[2]
Thriftshop sangat banyak bermunculan, namun sangat disayangkan masyarakat tidak
memperhatikan dampak dari pakaian bekas tersebut.

Meningkatnya impor serta berdasar hasil pengujian pakaian bekas,membuat pemerintah
bertindak tegas mengeluarkan aturan. Data valid dari Badan Pusat Statistik di Tahun 2019
menunjukkan Volume serta nilai pakaian bekas Indonesia mencapai tingkat yang sangat tinggi.[3]
Tingginya angka nilai impor pakaian bekas berdampak negative terhambatnya pembangunan negara
dari bea dan cukai. Pemerintah melarang impor baju bekas kepada para penjual di pasar menjadi
suatu permasalahan tersendiri bagi para penjual.[4] Meskipun aturan impor telah ada importir ilegal
tetap mengimpor barang-barang mereka melalui pelabuhan tikus yang hanya orang tertentu yang
mengetahui. [5]

Pemerintah bertindak tegas melalui penerapan aturan larangan impor dan intensif dalam
menyita pakaian bekas impor bernilai miliaran rupiah.[6] Peredaran produk ilegal di pasaran sudah
sangat banyak,pemerintah terlambat mengatasi hal tersebut. Semakin banyaknya pelaku usaha
thrifting mengakibatkan tidak berjalan dengan sepenuhnya aturan yang telah ada.[7] Karena itu
importir pakaian bekas masih terus berkembang hingga berbagai penjuru Indonesia. Pemerintah
kurang memperhatikan penerapan peraturan yang telah dibuat, sehingga terkesan peraturan tersebut
hanya dibuat untuk tujuan pelarangan saja.

Banyak penelitian yang mengangkat tentang undang-undang perlindungan konsumen pada
jual dan beli thrift. Peneliti sebelumnya mencari kepastian sudah atau belumnya konsumen
mendapatkan haknya sebagai konsumen pada kegiatan tersebut.[8] Karena banyaknya hal-hal yang
kurang atas informasi barang thrift membuat hak sebagai konsumen tidak terpenuhi. Tidak adanya
kepastian hukum yang ada untuk para pedagang thrift ini membuat banyaknya thrift di Indonesia.
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Penelitian ini akan mengangkat tentang kepastian hukum, aturan-aturan hukum untuk para pedagang
thrift tersebut.

Rumusan masalah: Kepastian hukum untuk mengatur perdagangan thrift dan memberantas kegiatan
impor pakian bekas yang telah dilarang dalam aturan

Pertanyaan penelitian: Bagaimana cara penjual baju bekas (thrift) melindungi diri mereka dari
tuntutan hukum yang mungkin muncul akibat penjualan produk-produk bekas dengan kualitas yang
tidak terjamin dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 https://sdgs.un.org/goals/goal12

1. Metode

Penelitian ini mencari kejelasan hukum bagi penjual thrift termasuk dalam adanya
kekosongan hukum maka dari itu pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif
dengan metode pendekatan perundang-undangan(Statue Approach) menalaah peraturan yang
bersangkut paut pada pembahasan thrift atau jual beli pakaian bekas. Pada penelitian ini terdapat
peraturan —peraturan tentang kebijakan thrift atau jual beli pakaian bekas pada negara Indonesia
yaitu Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Permendag Nomor 40
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang
Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan. Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang serta peraturan-
peraturan yang ada, untuk sumber data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, atau lainnya
yang relevan dengan pembahasan dengan menggunakan metode studi kepustakaan

I11. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.
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